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Kata Pengantar

Puji syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) BPKD Kab Klaten Tahun 2020. LKjIP BPKD kab
Klaten Tahun 2020 merupakan bentuk komitmen nyata BPKD Kab Klaten
dalam mengimplementasikan  Sistem  Akuntabilitas  Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP] scbagai mana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun
2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur
kemudian dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis diatur dalam
Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LEjIP adalah wujud pertanggungiawabn pejabat publik kepada
masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran.
Kinerjia BPKD Kab Klaten telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan
dalam bentuk LKjIP BPKD Kab Klaten,

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan
Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
organisasi di masing-masing perangkat dacrah, serta keberhasilan capaian
sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kulitas capaian
kinerja vang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalul penyusunan
LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good
governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas
di lingkungan pemerintah .

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagal
bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk pemingkatan

kinerja di masa mendatang.

Kepala BPKD Kab. Klaten

o,
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IKHTISAR EKSERUTIF

1.1. Laporan Kinerfa Instansi Pemarintiah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintzh (LEjIP} BFED Kabupaten
¥laten Tahun 2020 disusun berdasarkan Peraturan Pemernintah Nomor &
Tahunr 2006 tentung Pelaporan  Kevangan dan  Kincnog  Instans
Pemerintah, Peraturean Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sisiem
Akuntabititas Kiners Instansi Pemerintah, servte Peraturan Menter
Pendayspunaan Aparatur Megara tan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 rentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan
Review Alas Laporan Kinerja, PRerdasarkan  ketentuwn perundang-
undangan schagrimana dimaksud, bahwa pelaporan capaian lnerja
irstas) pomerintah yang disampaikan secara transparan dan akuntabel
tnerupakan bentuk perranggungjawaban ates kinerja BPKD kelbupaten
Klatlen.

Laporan Kinega Instansi Pemerintah {LKjlP| BFKD Kabupaten
Klaten disusin sebagai wujud berkembangnys semengat akuntabilitas
serta dukungun sistem administrasi yang mampu menjamin kelapcaran
dan keterpaduan prlaksanastt tugas dan fungsi yang makin handal,
profesional, efizien, efektil sera tanggop terhadap aspirasi rakyat dan
dinamika perubahan lingkungan sirategis. Tujuan penyvusunan laporan
akuntabilitas kinera in adalah schagai alal umpan balik vang dapar
dipunakan manajemen untuk meningkatkan kualitas  pengambilan
keputusan dan perianggungiawaban atas pelaksanaan rugas pokok dan

fLngsi.

1.2 Hasil Penpguianimn Kiveria BPKD Kabupaten Klaten

Laporan akuntabilites ini disusun berdesarkan Rencana Si1rateges
BPED Kabupaten Klaten, Rencana Kinerjs Tabwnan Tahun 2020 seris
Perjanjian Kinerjn Tahun 2020, Dan hasil pengukuran Kinerja sasaran
dapat disimpulkan bahwa sasaran yang telah ditctaphan telah berhasil
dicapat dengen sengat baik yaitu 150%.

1.3 Rekowrendnsi dan Catalon Penling

Dalam  rangka meningkatkan kualitaz Sistermn  Akuntabibitos

Kincria Instansi Pemerintah (SAKIP} telah dilakubkan berbapai perbaikan
 ——————
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dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Inspekotrat Dacrah meliput:

monitoring terhadap target renstra, rencana aksi, target Kinerja Eselon LI

dan IV secara periodic serta melakukan penerapan teknologi informasi

dalam pengukuran kinerja.

Disamping melakukan penyempurnaan terhadap dokumen
SAKIP, dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja juga
tetap diperlukan upaya-upaya untuk
1. Membangun komitmen semua struktural di lingkungan BPKD

Kabupaten Klaten agar dalam merencanakan program dan kegiatan
selalu mengacu pada dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu
RPJMD ditingkat Kabupaten serta Dokumen Rencana Strategis
(Renstra) BPEKD Kabupaten klaten Tahun 2016-2021 (Perubahan).

2. Target vang telah direncanakan dalam dokumen Penetapan Kinerja
harus benar-benar dilaksanakan sehingga dapat tercapal secara
maksimal.

3. Bahwa LKjIP bukan hanya melaporkan capaian realisasi keuangan,
tapi manfaat dari kegiatan vang telah dilaksanakan. Sehingga
bidang selaku pelaksana kegiatan agar memberikan data-data yang
akurat dan tepat waktu,

ﬂ
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dalam penyelenggarsan
negara, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistemn Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan
Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsure
penvelenggara Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tugas, fungsi, dan peranannya dalam pengelolaan sumberdava dan
kebijakan vang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan
strategis vang ditetapkan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintzh (Sistem AKIP) vang selanjutnya disebut Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah, Sistem AKIP disempurnakan lagi schingga dapat
meningkatkan fungsinva sebagai salah satu alat untuk menjadikan
instansi pemerintah yang akuntabel, transparan, dapat beroperasi sccara

efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban
kinerja instansi pemerintah (BPKD] dalam mencapai sasaran strategis

instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahunan,

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam

penyusunan dokumen LkjIP BPKD antara lain ¢

1. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014  tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

3. Peraturan Menteri MNepara Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cars
Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

e
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5. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomer 13 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun
2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;

6. Peraturan Dacrah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2020 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Klaten Tahun Anggaran 2020,

7. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan
dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten,

8, Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan
Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten schagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomeor 34 Tahun 2018
teritang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun
2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta
Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten,

9, Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Klaten Tahun Angegaran 2020,

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Gambaran umum BPKD Kabupaten Klaten dapat dilihat dari aspek
kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek stratcgis organisasi.
Tugas pokok BPKD Klaten vang tercantum di dalam Peraturan Bupati
Klatern Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Klaten Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Klaten Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Klaten adalah membantu Bupati dalam melaksanakan fungs:
penunjang wrusan Pemerintahan di  bidang keuangan. Dalam
melaksanakan tugas pokok tersebut, BPKD menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan bidang keuangan;
b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan;
¢, pemantauan, cvaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis bidang keuangan;

e ——
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d. pembinaan teknis penvelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan
Pemnerintehan Dasrah bidang keuangan; dan

. pelzksansan fungasi Jain yanp diberikan oleh Bupali sesus dengan
gas dan fungsinya.

Satuan Kerja Perangkat Dacrah Badan Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupatenn Klaten, sesual Peraturan Bupali Klarem Momor 61
Tahun 201& tentang Kedudukan Busunan Organisast Tugas dagn Fungss
Berla Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dacrah Kabupaten Klaien
gsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupal Klaen Noooo 34
Tahiin 2018 tentang Perubahan Awas Peraturan Bupat Klaten Nomeor 61
Tahun 2016 tenang Keduwdukan Susunan Urganizasi Tugas dan Fuings:
Serta Tata Kera Badan Pengelolaan Kevangan Dasrabk Kabupaten Klatmn
rerdin] akas .

a. Hepala Badan;
Sekretarial:
1. Bubbagian Perencanaan dan Pelaporan;
2. Bubibagian Kevangan,
3. Subbagian Umum dan Kepsgawalan.
¢. Bidang Pendapatan As=il Daerah:
1, Bubbidang Pendataan dan Penilaian;
2. Subbidang Penctapan dan Pelavanar,
3. Subbidang Penagihan dan Pemungutan.
d. Bidang Anggaran:
1. Bubbidang Penvusunan Anggaran Belanja Tidak Langsung,
2, S3ubbidang Penyusunan Anggaran Belanja Langsung;
4. Bubhbidang Evahasi dan Pengendalian.
c. Bidang Perbendaharaan:
1. Bubbidang kas Daerah,
3. Bubbidang Belanja (Gafi;
3. Subbidang Belanja Non Gap.
1. Bidang Asci Dacrah:
1. Bubbidang Pengadaan dan Distribusi:
2. Bubbidang Pemberdayaan dan Pemeliharaan;
3. Bubbidang Inventarizasi dan Pepghapusan Aset.
g. Bidang Akuntansi:
1. Subbtdang Analisiz Dats Kevangan;
2. Subbidang Pelaprran;
3, Subhidanpg Pengembangan Akuntansi,

. __ _ _ _____ . ________
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Berdasarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 61 Tahun 2016
tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupat Klaten Nomor 34
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor &1
Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten,
Struktur Organisasi BPKD Kab, Klaten dapat digambarkan dengan bagan
sebagai berikut:

LK 20260 BRKD




KEPALA BADAN

SEKRETARIAT
[ 1
SUBBAGIAK SUBBAGIAN
FERENCANAAN CUBBAGLAN uMUM DAN
DAl KELUANGAN KEPEGAWATLAN
PELAPTIRAN
i | |
i BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
PENDAFATAN ANGGARAN PERBENDAHARAAN ASET DAERAH AKUNTANSI
ASLI DAERAH |
BUBBIDANG SUBBITANG SUBBIDANG SUBBIDANG
PENDATAAN = L gt | | SUBBIDANG | PENGADAAN | | ANALISIS
DAN PENILAIAN AT AL TR KAS DAERAH DAN DATA
LANGSLUNG DISTRIBLISI KEUANGAN
SUBBIDANG SUBBIDANG FUBBIDANG SUBBIDANG
PENETAPAN i ok -G ||  sUBBIDANG — PEMBERDAYAAN | || PELAPORAN
DAN i HELANIA BELANJA GAJI DAN
PELAYAMNAN LANOSLING FEMELIHARAAN
SUBBIDANCG SUHBIDANG SUBBIDANG iaumn?rafﬁﬁimsga SUBBIDANG
PENAGIHAN EVALUASI DAN BELANJANON | T .1 PENG EMBANGAN
DAN ~1 PENGENDALIAN GAJL DAN PERGHARUSAN | 14 AKUNTANSL
PEMUNGUTAN
Gambar L1.
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1.3 Permasalaban Utama yang dihadapi BPKD Kahupaten Klaten
Beberapa permasalahan utama yang dihadapi cieh BPED Kabupaten
Klaten sebagai tersebut dalam tebet berkub:

Tabel 15
Permasalahan BPED Kabupaten klaten
L] MaSALAH POKOK MASALGH AKAR MASALAH
1 2 ] 4
1 T 7ata kelola pemerintahan | Mask rendahoya koalitas — Kualitas leparan keuangan dacrab belam mencerminkzn kesdaan
fareaty yang bedum beriine | pengelolaan keyangsn sesunggohnys, Pencatatan asel dadtah balum mencerminkan
oan aknntapel daerah. kondsi yang sebenaraya, demikian puld uituk belanja daerah

math bany 3k pertanggurgi awaban yang Lidak sesud kenyatiaan

1.4. Isu-Isu Strategis

Isu-isy stretegls adalsh kondisi atau kel vang haras diperhatikan
atav  dikedeparkan dalam perencanaan  Karena dampaknyz yang
signifikan bagl entitas  dimase daang, Suatu kondisifkejadian yang
menjadi isu tralegks adalah keadaan yang apabila tidek diantisipasi, akan
memimbulkan kerugian vang lebih besar ataun sebaliknya, dalam hat udak
dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang uniuk meningkatkan kinerja
BPKD dalam janigka panjang lsu-isu strategis yang dihadapi aleh BPKD
Kabupaten Klaten adalab -

1. Mewujudkan Laporan Keuangan Pemerintah deerah yang lrensparan,
akuntabel dan tepat wakty schinpga dapal merail opini tettinggi tary
BFK;

3. Mewwjudkan kemandirian dacrah dengan peningkatan Pendapatan
Asli Dacrah;

Meningkatksan ketepatan waktu dalam penyusunan APED,
Mewujudkanr pengamanan aset pemerintah daerah dengan melakukan
sertifikas tunalh;

5. Mengoptimalkan capeian realisasi belanja dasrah.

S — =
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BAE I

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

A, Basaran BPKD Kabupaten Klaten.

Sasaran merupakan rumusan kondisi yvang menggambarkan
tercapainya tujuan, berupa hasil yang diperoleh dari pencapaian
outcome program perangkat daerah. Sasaran vang ingin dicapai BPKD
Kabupaten Klaten adalah meningkatnya kinerja pengelolaan
keuangan daerah.

Sasaran serta indikator sasaran BPKD Kabupaten Klaten dapat
dilihat pada tabel di bawah.

LEJIP 2020 BPKD




Tabel I1.1
SASARAN JANGKA MENENGAH DAERAH
BPKD KABUPATEN KLATEN

TARGET KINERIA SASARAN
Mo, SASARAN INDIKATOR TUIUAN/SASARAN PADA TAHUN KE
2016 2017 2018 2019 2020 2021
B3R 3 4 5 & 7 g [ 10
1 | Meningkatnya kinerja pengelelaan Oypini BPK terhadap lapoean WP WDP WOP WDP Wo# WTP
keuangan daerah keuangan pemerintah daerah

LEHP 2020 BPKD ]



B. PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM BPFKD

Program adalah bentuk instrument kebijakan vang berisi satu
atau lebih kegiatan vang dilaksanakan oleh OPD, sedangkan kegiatan
adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa OPD sehagai bagian dari pencapalan sasaran yang terukur
pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan program tindakan
pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM], barang
modal termasuk peralatan dan teknologi, dana sebagai masukan
(input] atau menghasilkan keluaran (eutpuf), dan bersifat indikatif
yvang mempunyai maksud data dan informasi baik tentang sumber
daya vang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum
di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak
dicapai dan tidak kaku.

Program dan Indikator Kinerja Progam BPKD Kabupaten Klaten
adalah

vang mendukung Sasaran BPKD Kabupaten Klaten

sebagaimana terlihat pada table di bawah.

Tabel 11.2.
INDIKASI RENCANA PROGRAM BPKD KABUPATEN KLATEN

Pragram Priontas

Pembenounan

Targ;[ﬂmer_]& .Fmgran'l-

Indixgior Kinarja Program _EEI‘IE Tﬂjll.ﬂ"l M8 | Tahun 2018

Tahun

Tahun 2017 Tahun 2020

Tahun 2021

(Outcome| Reglisasi Realisas Target Tamet Targed

~ Target

1

2 i | 4 5 5 $ | &

F'nrmﬁm Oan
Pengembangan
Pergeiolaan
Keuangan
Daetah

Persaniase Kenaikan PAD el | 3 704 ] T4 754

| Laporan Keuangan k] 3 3 3 2 2
Pemerintah Daarah
disastn tepat wakku
maksimal 3 bulan seldiah
berakhimys tahun
Anggaran

| tahun amggaran berakhr

Raparda fentang B B L I [ 3 g
pertanggungjasaban
pelsksanaan APED
dizampaikan pabng lambad
B [&nam] bulan selelah

Raperda APBD disabuju
paling lama 1 {sabu) bulan
sabalum lahun anggaren
yang bersangkutan
dilakganakan

Tepat
il

Tapal wakly | Tepat wakiu | Tepal wakbu | Tepat wakh

Perseniass (anan pemkel 510 515

8 |
yang bersertifkat

Tepal waklu |

Persentase panyerapan 85.0 BXO 340

| baianja daerah .

m
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2.2 Perjanjian Kinerja

A. Perjanjian Kinerja Eselon

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 berdasarkan Rencana Strategis
2016-2021 (Perubahan) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
Tahun 2020. Perjanjian Kinerja ada 3 tingkatan /level vaitu :

1) Perjanjian Kinerja Eselon Il, vaitu perjanjian antara Kepala BPRD
dengan Bupati.

2) Perjanjian Kinerja Eselon IIl, vaitu perjanjian kinerja antara Eselon
Ml dengan Eselon 11,

3) Perjanjian Kinerja Eselon IV, yvaitu perjanjian kinerja antara Esclon
IV dengan Eselon 1.

Perjanjian Kinerja Eselon I merupakan komitmen dari Kepala
BPKD untuk mencapai target I[ndikator Sasaran yang sudah
ditetapkan dalam RPJMD, di tahun 2020 targetnya yaitu mencapai
Opini WDP dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Perjanjian Kinerja Eselon [l merupakan komitmen dari Kepala
Bidang untuk mencapai target Indikator Program yang sudah
ditetapkan dalam RPJMD vang mendukung pencapaian [ndikator
Sasaran Kepala BPKD.

Sedangkan Perjanjian Kinerja Eselon IV merupakan komitmen
dari para Kasubid untuk melaksanakan semua kegiatan yang diampu,
schingga realisasi capaian program bisa tercapai.

Rinecian Perjanjian Kinerja baik Eselon I, Eselon I maupun Eselon IV
pada BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 11,3,
Perjanjian Kinerja Esclon [I Tahun 2020
Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Target
I
| (1) 2) 3 (4]
Meningkatnya kinerja Opini BPK terhadap Opini WDP
pengelolaan keuangan daerah laporan keuangan

pemerintah daerah

S —
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Perjanjian Kinerja Esclon [I1 Tahun 2020

; No Sasaran Program i Satuan Target
i Sasaran
Sekretaris
1 |Terselenggaranya Prosentase % 100
pelayanan administrasi penyelenggaraan
perkantoran administasi
perkantoran
2 | Terpeliharanva sarpras | Prosentase %o 100
aparatur terpeliharanya
sarpras aparatur
Kepala Bidang PAD o
1 | Meningkatnya Persentase Yo 7484
Pendapatan Asli Daerah | kenaikan PAD
(PAD) dari tahun
sebelumava
Kepala Bidang Anggaran
I | Meningkatnya kualitas Raperda APBD | tepat Tepat waktu |
penyusunan APBD disetujui paling waktu /tidak
sesual ketentuan yvang lama 1 (satu] tepat waktu
berlaku bulan sebelum
tahun anggaran
vg bersangkutan
dilaksanakan
Kepala Bidang Akutansi '
1 | Meningkatnya waktu | Laporan bulan 2 1
penyusunan laporan Keuangan |
| keuangan pemerintah Pemerintah
| daerah Daerah disusun
L tepat waktu
2 | Meningkatnya walktu Raperda tentang bulan 5
| penyusunan Raperda Pertanggungjawa
Pelaksanaan AFBD ban pelaksanaan |
I APBD
disampaikan
paling lambat &
{enam) bulan
setelah TA
| berakhir )
- Kepala Bidang Perbendaharaan
1 | Meningkatnya Prosentase O 54
serapan,/ realisasi belanja | penverapan
| dacrah belanja daerah
Kepala Bidang Aset
8 | Meningkatnya Persentase tanah o 53.5

| pengamanan aset tanah
| milik Pemkab Klaten

pemkab vang
bersertifikat
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Perjanjian Kinerja Eselon IV Tahun 2020

pengelolaan keuangan daerah

Keuangan

No Sasaran Kegiatan Indikator Sasaran Satuan Target |
|
Subag Perencanaan dan Pelaporan
1 | Tercapainya Pembelian ‘Banyaknya peralatan unit a1 |
Peralatan Gedung Kantor kantor
2 | Tercapainya Banvaknyva Mebeleur umit o
Pembelian / Pengadaan
|| Mebeleur
3 | Tertatanva arsip kantor Banvaknya rang TUAng 1
dengan baik arsip I
4 | Tersusunnya perda/perbup Banyaknya peraturan dokumen 2
tentang pengelolaan keuangan | daerah/peraturan
_ daerah bupati
5 | Terselenggaranya sosialisasi Banvaknya sosialisasi leali 2
terkait pengelolaan keuangan
daerah
Subag Umum dan Kepegawaian
| | Lancar dan tertibnya | Banysfi':ﬁ}'a surat Jdan surat /5P Q00
penyelenggaraan sural-surat | 15
kedinasan dan 5Fj
2 | Lancarnya pelaksanaan tugas | Banyaknya jenis jenis 3
dan pelayanan langganan / rekening
"3 | Lancarnya pengelolaan Jumlah THL OTETE R
administrost keuangan
4 | Tercukupinya kebutuhan alat | Banyaknya macasm macam /jenis 44 ’
tulis kantor | ATK
5 | Tersedianya barang cetakan Banyaknya macam MACA jeris 11 ll
dan terlaksananya barang cetakan dan
pengzandaan pengeandaan
5 Tna:d.ta.n-_m'[:remhmn Banvaknyva peralatan jETiS T
kelistrkan kantor kelistrikan
7 | Tercukupinva kebutuhan Banyaknya tamu, orang/ kali/jam 100
makan minum tamu, rapat & | rapat dan lembur
lembur B o -
8 | Terpenuhmya kebutuhan Banyaknva kali a5
perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas
G | Terpenuhinya kebutuhan Banvaknva kali 100
perjalanan dinas dalam perjalanan dinas
daecrah
10 | Terjaganya keamanan gedung | Banyaknya THL Orang 2
Cielarsena pengamanan kanior
11 | Tersedianya peralatan Banyaknya jenis macam, jenis 23
kebersihan kantor peralatan kebersihan
12 | Terpeliharanya kondis: gedung | Banyaknya unit unit 3
kantor dengan baik gedung
13 | Terpeliharanya peralatan Banvaknya jenis unit 100
kebutuhan kerja dengan baik | peralatan
15 | Terpeliharanva kebersihin Barmyaknya THL OTANY, 12
Gedung Gelarsena kebersiban
Kasubhid Pengembangan Akuntansi
N 1 | Terselenggaranya sisdur Banyaknyas SIM S ]

F
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| Hasubbid Pelaporan

1 | Tersusunnya Perda tentang Banvaknya jenis dokumen 2
pertanggungjawaban dokumen |
pelaksanaan AFED |

2 | Tersusunnya Perbup tentang | Banyaknya jenis dokumen 2 |
penjabaran dokumen
pertanggungjawaban

i pelaksanaan APBED
Kasubbid Analisa Data Heuangan

I Tcrkt:lnlm?fu data kepangan Frekuensi kali 12
dengan baik pengelolaan

2 ﬁnmaunn:.fa Laporan Banyaknya jenis dokumen 1
Semester dan Prognosis dokumen
Daerah .

Kasubbid Anggaran Belanja Tidak Langsng

1 | Tersusunnya rancangan Banvaknya jenis
| peraturan daerah tentang dokumen dokumen 2
| APBD

2 | Tersusunnya TANGATIEAT Banyaknya jenis
peraturan KDH tentang dokumen dokismen 3
penjabarian APBD

3 | Tersusunnya rancangan Banyaknva jenis
peraturan daerah tentang dokumen dokiinen 2
perubahan APBD

4 | Tersusunnya m.m:angan Banyaknya jeniis 1)
peraturan KDH tentang dokumen 2
FPenjabaran Periibsihan APED Skt

Kasubbid Anggaran Belanja Langsng -
Tersusunnya Surat "~ [ Jumlah eetakan SPD
Penyediaan Dana. Heridel i
Tersusunnya Anggaran Kas Jumbah anggaran kas
Pemnerintah Daerakh dokumen B1
| Kasubbid Evaluasi dan Pengendalian D

1 | Terlaksananya penelitian DPA- | Jumlah SKPD/Unit SKPD/ unit
SKFD SKPD vang diteliti SKPD 171

2 | Penelitian DPA-SKPD Jumlah SKFD, Unit
Perubahan SKFD vang diteliti SKPD 61

Hasubbid Belanja Non Gaji

1 | Tersedianva SP20 belanja non | Banyaknva dokumen | bendel 12,000
Gaji

2 | Terselenggaranya pembinaan | Frekuensi pembinaan Jeaalli a
bendahara
pengeluaran/bendahara |
pengeluaran pembaniu |

Kasubbid Belanja Gaji T

1 | Tercetaknya daftar gaji PNS se | Jumlah cetakan Bendel 60,200

Kab Klaten dafltar gaji
'Kasubbid Kas Daerah

1 | Terselenggaranya pengelolaan | Frekuenst.
administrasi Kasda pengelolaan kasda bulan 12

2 Ti:rkl:!luh:ljn-;fPTﬂR Kab Frekuensi
Klaten  pengelolaan TPTGR bulan 12

3 | Terselenggaranya koordinasi Frekuens: koordinas
pengelolaan keuangan daerah | pengelolaan thilin 12

keuangan dacrah
|
— — e ————————
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Kasubhbid Pemberdayaan dan Pemeliharaan

dan gebvar hadiah FBB

1 | Tertanggungnya gedung Jumiah Uit 21
kantor dan rumah dinas dar pedung/rumah dinas
resiko kerusakan
2 TgﬁangEUnm kendaraan Jumlah kendaraan Uit 53
dinas dari resiko kerusakan dinas yang
| tertanggung v
3 | Terjaganva kondisi kendaraan | Jumlah kendaraan Unit S
dinas tetap baik dinas yg terpelihara
4 | Terbayarnya FBB tanah milik -E-EI.I'I}'EI".'H}'E'I. SPPT lemhbar 244
Pemda Klaten vang terbayarkan
5 | Terwujudnya pengamanan Banyak bidang tanah | sertifikat 13
aset milik Pemkab Klaten vang disertifikat di th
2020
Kasubbid Inventarisasi
1 | Terselenggaranya rekonsiliasi | banyaknya UPB vang Uit 101
aset direkon
2 | Terkelolanya asct daerah Banyaknva UPB vang Unit 930
secara benar wsetnya terkelola
secara benar
3 | Terbinanya Banyaknya pengurus ﬂ:l"-ﬂ-'ﬂ_g Gan
pengelola) pengurus barang barang yvang terbina PerguruS
barang
Easubbid Pengadaan dan Inventarizsasi
1 | Tersusunnva standarisasi Banyaknya jenis jenis 2
harga pemerintah Kab Klaten | dokumen
2 | Tersusunrya dokumen Banyvaknya jenis jenis )
kebutuhan dan pemelibaraan | dolumen
barang milik dacrah
Kasubbid Pendataan dan Penilaian
| | Terlaksananva pendataan Frekuensi pendataan kali 13
pajak daerah
2 | Tersedianya update data base | Frekuensi kali 12
pajak daerah pemutakhiran dan
A= jumlah THL
3 | Terhindarnya kebocoran frelouensi kali 12
dalam penerimaan pajak pemeriksaan
Kasubbid Penetapan dan Pelayanan
1 | Tercetakmva SPPT dan SKPD jumlah SPPT dan beeery bear £45,000
pajak daerah SKPD
2 | Meningkatnya kesadaran frekuensi penyuluhan kali 12
wajib pajak di wilayvah Kah
1 H.Iﬂtﬂ!
1 | Penertiban rekiame liar dan frekuensi penertiban kali 14
kadaluwarsa
4 | Terkoordinasinya pengelolaan | frekuensi kali 20
pendapatan daerah koordinasi/ rapat
Hasubbid Penagihan dan Pemungutan
1 | Tersalurkannya SKPD kepada | freluensi kali 12
wajib pajak pENyampaian
[ Meninghkatnya pendapatan ash | frekuensi insten frekuensi 18
daerab dar sekior pajak intenaifikas:
daesrah
3 | Tersampaikannyva Jumlah jenis jenis ¥
penghargaan pelunasan PEB penghargaan

LKJIP 2020 BPKD
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Terpeliharanya sistem bhanyaknya sistem Aplikasi 5
informasi pengelolaan
pendapatan asli daerah

Terpeliharanys panggung Banvaknys panggung Titik 15
baliho fspanduk reklame baliho/spanduk yvang
dipelihara

B. Penetapan Program dan Anggaran

Program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020

ada empat (4) program, dengan rincian anggaran scbagai berikut:

1.

IJ

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan
direncanakan menggunakan anggaran schesar Rp.
1,469,240.432,00.
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang
direncanakan menggunakan anggaran sebesar Rp.
2.339.974.190,00.
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan kKeuangan
daerah yang direncanakan menggunakan anggaran sebesar Rp.
11.280.512.850,00.

——— e ————
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BAB IIl

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1.Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8§ Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata
cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi
pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja vyang melaporkan progres
kinerja atas mandat dan sumber dava yang digunakannya .

Dalam rangks melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada
perencanaan jangka menengah, sesual Peraturan Menteri Dalam Negen
Noemor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Dacrah, maka digunakan

skala pengpukuran sebagaimana terlihat pada tabel 1.1 berikut :
Tabel I11.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
NO | INTERVAL NILAI REALISASI  KATEGORI KODE
KINERJA |
L | Lebih dari 90,01%  Sangat Tinggi .
2 |75,01%-90% Tinggi |
3 65,01% -750 % Sedang
Wit 50,01%-65,00% Rendah
5 [Kurangdari55%  |SangatTingsi [N

Pada tahun 2020, BPKD telah melaksanakan seluruh program dan

kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesual dengan Perjanjian Kinerja Kepala BPKD Kabupaten Klaten

Tahun 2020 dan Rencana Strategis BPKD Kabupaten Klaten, maka Indikator
Kinerja Utama atau sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun
2020, vaitu : Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah, dengan
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indikator kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah
daerah dengan capaian opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran strategis dimaksud maka
dilakukan pengukuran kinerja scbagai tersebut pada table L2 benkut

P ———— - = e ———————————
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Tabel 1112

Target, Realisasi dan Capaian Kinerja BPKD Kabupaten Klaten

Tahun 2020
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Satuan Target Realigasi Capaian
(o)
(2] (3 ] {5)
Meningkatnyva kinerja pengelolaan Opini BPK terhadap laporan keuangan Oipini wWhnop wWTP 130
keuangan daerah pemerintah daerah
Tabel 1113
Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Terhadap Target Akhir Renstra BPKD Kabupaten Klaten
Sasaran Kinena : Meningkatnva kinerja pengelolaan keuangan daerah
| = Capaian s/d
Capatan Kinerja Kondisi Tahun 2020 ) Tahun (o)
. A Kondisi Awal | Tahun Sebelumnva Capaian s;/d Target Akhir Terhadap
N, In !
¢ e B Renstra (fahun n-1] i Tahun 2020 (0] Renstra Target Akhir
Target Realisasi E}ﬁ.ﬂ Renstra
=== —= .
(1) (3] () (5] 5] 17 (10
1. | Opini BPK terhadap laporan WTP WDP WDP WTP 150 WTP WTP 100 %4
keuangan pemerintah daerah

e ——
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Tabel 1.4

Realisasi Kinerja Tahun 2020 Terhadap Standar Provinsi dan Nasional

Standar
M, Sasaran Strategis Indikator Kinerja Realisaai
Provinsi Nasional
(1 | {31 (4] (5 {6)
1.  |Meningkatnya kinerja pengelolaan Opinl BPE terhadap laporan keuangan WTP WTF WTP
kevuangan daerah pemerintah daerah
Tabel II1.5
Pencapaian Kinena dan Anggaran BPKD Kabupaten Klaten Tahun 2020
Pencapainn Kinera Anggsran
i Katuan
Nn Spsaran Strategis Indikator Kinerja — Progrom TS T E— y
Rencana | Realisasi i (Rpl (Rp}
i 121 i3] [+ 13 {5] 18] (2] (10
Meningkatnva kinerga | Opind BPK terhadop | Opinid WDF WTP 1. Program Pelayanan Admimistras | 469,240,432 1,358,882 360 | o249
pengelolaan kewangan | laporan keuangan Perkantoran
daerah pemeérintah dacsrah
2, Program Peningkatan Sarana dan 2339974190 2, 188415608 | 93,53
Prasarana Aparatur
3. Program peninghkatan dan 11280512850 B, 20 S0, 940 B2 .36
pengembangan pengelolaan
keuangan dasrah
Total Anggaran | 5.089.727 472 | 12837955007 | 8508
—— — — T T e T T T e e — ——
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Keterangan dan perhitungan capaian kinerja :

1. Opini BPK terhadep Laporan Keuangan Pemerintah Daerah [LKPD) TA
2020 menungmu laporan hasil pemeriksaan BPK Rl sekitar btlan Me:
tahun 2021, Sedangkan opini yang diterima pada bulan Mei tahun 2020
sebagai hasil pemeriksaan LEPD Tahun Anggaran 2019 adalah WTPR
Tahun 2020 target copini darl BPK adalah WDF, schingga target vaneg
ditetapkan tercapai.

Opini sebagaimana tersebut dalam gambar 3.1,

e e e ————
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Gambar 3.1
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kab Klaten
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3.2, Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Capaian indikator kinerga utama [indikator sasaran) yang ©RrEolong

tingg tersebut dapat tercapai karena beberapa hal, diantaranya :

1.

Komitmmen pemerintah daerabh dalam penyusunan taporan Kevangan
vang tepat wakiu, tensparan dan akuntabel;

Adanyve Sisiem Informasi Manajemen Keouampan Daerah (SIMDA] vang
membanty  pengelolaan  keuanpgan di scluruh SKPD sejak  dar
penEanggs ran, penatausahaan sampai peleporan,

Penpelelagn barang milik daerah yang semakin terhil dan akontabel,
meliputi  fnvenlarisasi  asei, pengelolaan persediaan  habis  pakal
mengganakan Aplikes: SIMDA Barang Milik Daerah dan Aplhikas: 3iDIA
{Sistern Persedizan Barang) serts pengamanan aset pemennlzh Jdaerah
melalul sertifikasi aset secam bertahap dan pemasangan plang, prasasi
tanah milik Pemda yang belum dieunakan untuy kepentingan Pemda.

Namun disisi lain, masik terdapat beberapa permasalahan vang perlu

menjadi bahan perhatiae, diantarsnya

1. Capaian kenaikan Pemdapalan Ash Daerah dan tabun sebelumnya

tidak mencapal target .

2. Penpelolagn ase! tanah  Pemerintah  Kabupaten Klaten Belum
optimal,

3. Healizasi belanja dacrab masih dibawab target.

Terhadep permasalahan-permasalahan werscbut, hal-hal yang sudah

dan yang akan dilakukan melipat ¢

Melakukasn steli pewensi Pendeparan Asli Daerah khususnya di sektor
pajak dacrah dan retribusi dacrah, peminghkatan kualitas/ Kapasitas
8DM bidang pengelolaan pendapatan aslh daerah dan melakukan

novasi-inovasi datam penarikan pajak dan recribasi daerah.

Seccara bertahap sesust kemampuan Beusangean dan Sumber [eva
Manusia yang ada, melakukan scrtifikasi tanah milik Pemkab Klaten
dan mclakukan pemasangan patek/papan inflermasi pada tsnah mulik
Pemda vang sudah maupin yang belum bersertifikat

Pembinaan dan monitoring perbendaharaan dan  penvederhanaan

prosedur penatausahaan,
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3.3. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Pencapaian Sasaran atau [ndikator Kinerja Utama tidak terlepas

dari dukungan Sumber Daya vang dimiliki meliputi 3 (tiga) sumber daya

yvaitu sumber daya manusia, sarana dan prasaran serta anggaran.

A. Sumber Daya Manusia
Faktor sumberdaya manusia berpengaruh langsung terhadap

kinerja organisasi dalam menjalankan fungsi dan tugasnyva. Begitu

pula kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas sumber

dava manusia yang ada didalamnva, Untuk melaksanakan tugas dan

fungsi,

BPKD Kabupaten Klaten didukung oleh 122 personil. Data

sumber dava manusia aparatur dilihat dari Tingkat Pendidikan,

Golongan Ruang serta Pendidikan dan Pelatihan

tertuang dalam tabel 111.3 dan I11.4 berikut :

sebagaimana

Tabel 111.6
Data Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan
— e : |
No, Feilgﬁikj;n | Jumlah Prosentase Ket
3 SD - pegawal 0 % | Didominasi
2. | SMP 2 pegawai 1,92 % | tingkat 51
3. |sMA 29 pegawai 27,89 % | scbanyak 46,15
4, | DI 5 pegawai 4,81 % | %
5. 5-1 48 pegawal 46,15 %
6, 5-2 20 pegawai 19,23 % |
Jumlah | 104 pegawai | 100,00 % |
Tabel II1.7
Data Personil Berdasarkan Pangkat/Golongan

No. | Panglkat Gol | Jumlah = Prosentase Ket
L. Jura Muda Ia - pegawai 0,00 % | Prosentase
a2, Juru Muda Tk. [ b - pegawai 0,00 % | tertingg
3. Juru Ic 1 pegawai (,96 % | adalah Gol
4, Jurn Th. 1 Id - pegawai 0,00 % | /Ruang III
5. Pengatur Muda [Ta | - pegawai 0,00% (d (Penata
6. Pengatur Muda Tk. I | [Ib 10 pegawai 9.61 % | Tk.0)
7, Pengatur e 4 pegawai 3,85 % | sebesar
B, Pengatur Th. | [1d 3 pegawai 2,89% | 31,73 %
Q. Penata Muda Mla 11 pegawai 10,58 %
10. | Penata Muda Thk. [ [T 21 pegawai 20,19 %
11, | Penata e 13 pegawal 12.5 %
12, | Penata Tk.1 [11d 33 pegawai | 31,73 %
13. | Pembina [Va 7 pegawai 6,73 %
14, | Pembina Tk. 1 Vb 1 pegawal 0,96 %
15, | Pembina Uhama | [Ve - pegawal 0,00 2%

Mu‘:la - 5 rerrrr

Jumlah 104 pegawal 100 %

Dari data tersebut menunjukkan bahwa seccara umum 3DM di

BPKD cukup mumpuni secara kualitas terbukti vang berpendidikan

LR 20260 RPKD
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Sarjana baik D3, 51 maupun $2 kurang lebih 70 %, Hanva saja untuk
SDM yang menangani pajak daerah masih kurang Oleh karena itu

diambil kebijakan mengangkat Tenaga Harian Lepas (THL),

B. Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana kerja merupakan salah satu komponen

penting didalam mendukung pelaksanaan tugas-tugas pelayanan.

Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut pada umumnya cukup

memadai. Adapun sarana dan prasarana BPKD Kabupaten Klaten
menurut jenisnya sebagai tersebut dalam table I11.5 berikut:

Tabel I11.8
Sarana dan Prasarana BPKD Kab Klaten
2 JUMLAH = .
N, JENIS ASET /BARANG HARANG NILAI ASET [Rp] KET
ki Gedung dan Bangunan I umnit 6.576.050.000,- | Gedung Celarsena,
gedung kantor milik
Setda (Bagian
Umum]
2. Kendaraan Dinas RBoda 4 13 umit 1.335.474.760 - | -
3. | Kendaraan Dinas Roda 2 | 91 unit 1.236.348 080, -
. | Lemari Kerja #5 unit 404, 826,790
B Meja kerja 24 unit 451.994.350
6, Kursi Kerjn 113 unit 459.835.600 | -
o Air Conditioner 36 unit 324.731.440 | -
8. Komputer/ PC | 35 unit 031,561,990 | -
9. | Laptop 33 unit 620.761,750 | -
10. | Printer 79 unit 1.180.048.170 | Termasuk Flotter
untuk cetak SPPT
PBE dan SKPD
11. | Alat Ukur 2 uni 2B.930.000 | Moise & Distortion
. Meter
12, Peralatan Celak 2 unit 30.000,000 | Mesin Porporasi
13, | Mesin Penggandaan 5 unit 1E2.630.890 | Collator, Riso dan
Mesin Stensil {
14, | Media Reklame 44 unit 711.019.830 | Balihe dan papan
rekiame

Dari data dalam Tabel 8 tersebut terlihat bahwa sarana dan

prasarana yang dimiliki BPKD sudah mencukupi. Disamping itu dalam

rangka kemudahan dalam penatausahaan keuangan melalui SIMDA
Keuangan maupun Aplikasi SIMDA BMD, Aplikasi Persediaan (SiDIA]
dan aplikasi pendapatan daerah, maka BPKD melakukan sewa server

dengan Cloud System. Melalui cloud system ini maka, aplikasi-aplikasi

tersebut dapat diakses dan diinput kapan saja dan dari manapun saja,

e ————————————————————————————————————s
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C. Anggaran

Penggunaan sumber daya keuangan untuk pencapaian
sasaran strategns adalah secbesar Rp. 12.837.955.007,- atau B5,08%
dari total pagu sebesar Rp. 15.089.727.472,-. Hal ini berarti terdapat
efisiensi penggunaan sumber daya scbesar 14,92% dari pagu vang
ditentukan.

Keberhasilan pencapaian sasaran  strategis di  atas
sesungguhnya tidak terlepas dari dilaksanakannya program dan
kegiatan dalam DPA BPKD vaitu:

I. Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan-kegiatan
vang silatnya scbagal penunjang/pendukung dari pencapaian
kinerja instansi, Kegiatan tersebut adalah:

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa administrasi keuangan

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

s S, TR U SR & e

Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan
kantor
7. Penvediaan makanan dan minuman
8. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
10. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
11. Penvediaan jasa pengemudi kantor
12. Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
13. Asuransi gedung kantor dan rumah dinas
14. Asuransi Kendaraan Dinas
[I. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan
kegiatan-kegiatan dalam rangka penambahan atau pemeliharaan
sarana dan prasarana pendukung  pelaksanaan tgas dan
peningkatan Kinerja karvawan BPKD Kabupaten Klaten. Kegiatan
tersebut adalah:
l. Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
Pengadaan Mebeleur
Pemeliharaan ratin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- A

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

e e e e e e e — —
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7.
a.
9.

10.

Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur

Pemeliharaan ruting/ berkala bangunan gedung non kantor
Penataan Arsip Kantor

Pemcliharaan Panggung Baliho dan Spanduk.

[[l. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan

Daecrah, dengan kegiatan:

1.
2.

9.

10.
11.
12.
13.
14,

1 5.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22,
23.
24,
25,
26.

Penyusunan standar satuan harga

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan
daerah

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran
APBD

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan
APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran
Perubahan APBD

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran
pertanggungiawaban pelaksanaan APBD

Peningkatan manajemen aset/barang daerah

Penelitian DPA-SKPD

Penelitian DPA-SKPD Perubahan

Penyusunan Surat Penyediaan Dana.

Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah

Penerbitan SP2D

Pengelolaan Administrasi Kasda

Pengelolaan Administrasi Gaji

Pendataan Pajak Daerah

Pemutakhiran Data Pajak Daerah

Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Dacrah

Penyuluhan Pendapatan Dacrah (Pajak dan PBB)

Pemungutan pajak daerah

Pemeriksaan Pajak Daerah

Penvampaian Ketetapan Pajak Daerah

Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah

Pemberian Penghargaan Pajak Daerah

Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKFPD

e —
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27,
28,
29.
30,
31,
32,
33,
34,
35.
36,
37.
38,
39,
40.
41.

g2
43,
44,

45.
46.

Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame
Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah
Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten

Rekonsiliasi Aset Daerah

Pengelolaan Aset Daerah

Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten

Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah

Operasional Sistern dan Prosedur SIMPATDA

Pembinaan Pengelolaan Aset Dacrah

Penvusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Benda Berharga
Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah [(DK-
BMD) dan Dokumen Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik
Daerah (DKP-BMD)

Pengelolaan Piutang Pajak Daerah

Pengelolaan Data Keuangan Daerah

Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan
Daerah

Monitoring Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Pengadaan Tanah Pemerintah Daerah

Penggunaan anggaran tersebut apabila diperinci dalam

mendukung pencapaian sasaran/indicator kinerja utama adalah

sebagai tabel I11.6 berikut :
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Tabel 111.9
Pengeunaan Sumber Daya Anggaran Tahun 2020

Mo Sasaran Strategs Indikator Kinerja Sasaran Batuan Target | Realizasi Eag:.:m Prograim Pagu Anggaran Realisasi
i) 2] i3 () TR & {10) (11 112)
1. | Meningkatnya kinerju Dipini BPK terhadap QPN Woe WTP L5 1 Program Pelayvanan L.460.240.433, 1.358 852 360
pengelolaan keuangan daccah laparan keuangan Administrasi
pemenintah daerah Perkantoran
2  Program Peninglatan £.339.974.190 2.188.415.698
Barana dan
Prazarana Aparatur
3 Program peninglotan 11.280.512.850 0, 200, 656,940
disn pempernban g
pengelalaan
keuangan daerah
Total 15.088. 727472 | 12.837.955.007
CAPAIAN EINERIA KELUANGAN 85,08
CAPAIAMN KINERIA SASARAN 150 -
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Realisasi total anggaran tahun 2020 adalah sebesar Rp.
12.837.955.007,- atau 85,08% dari total pagu scbesar Rp.
15.089.727 472, -, Realisasi total anggaran tahun 2019 adalah sebesar
Rp. 32.335.911.133,- atau 87% dan total pagu sebesar Rp.
37.017.718.000,-. Schingga apabila dibandingkan tahun 2019 maka
terjadi penurunan scbesar 1,92% dalam hal penyerapan anggaran.
Disisi lain, berarti ada peningkatan efisiensi anggaran dibandingkan
tahun 2019.

Efisicnsi anggaran dioptimalkan melalul penggunaan anggaran
sesual dengan kebutuhan dan kondisi nil, sehingea dapat menghemal
penggunaan biaya apabila dibandingkan dengan Standansas: Harga
Barang dan .Jasa, dimana dalam Keputusan Bupat tentang

Standarisasi Harga Barang dan Jasa mencantumkan harga maksimal.
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Gambpar [11.2
Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan LEFPD
iKegiatan Bidang Akuntansi)

FERAMOATANGANHAN
BERITA ACEHA
REKOHSILIASE ATAD
AR JAK-PRUAKPUSAT

Gambar 1.3
Rekonsiliasi Atas Penyetoran Pajak-Pajak Pusat Terhadap Penerimaan
Pajak Daerah
{Kegiatan Bidang Perbendaharaan)

e ————————— e ——O
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Desk RKA SKPD
(Kegiatan Bidang Anggaran)|

rambar Ul.a

Rapat Koordinasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
{Kegiatan Sekretarat)
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ramisar L.
Rapat DESK Target Pendapatan yang bersumber dari Pajak, Retribusi,
Penyvertaan Modal dan Pendapatan Lain-Lain Yang Sah
{Kegiatan Bidang PAD)

wambar [1.7
Rapat Koordinasi Pengurus Barang Persediaan
{Kegiatan Bidang Aset Daerah)
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Fenerimaan Magam WP Dan Badan Pemenksa Keuangan
Kepada Bupati Klaten Hj. Sri Mulyani dan Ketua DPRD Klaten Hamenang
Wajar lsmoyo, S5.lkom
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BAE IV
PENUTUP

A. Kesimpulan
BPKD Kabupaten Klaten scbagai SKPD teknis yang mempunyai

tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang
pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah mempunyai fungsi:
perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan
keuangan dan aset daerah; penvelenggaraan urusan pemerintahan dan
pelayanan umum di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset
daerah; pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan,
pengelolaan keusngan dan aset daerah. Agar pelaksanaan tugas dan
fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan
SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di
atas, maka dapat dikatakan bahwa BPKD dalam melaksanakan tugasnya
dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang lelah
ditetapkan dicapai dengan ketegori (Sangat Tinggi). Hal tersebut
didukung dengan data sebagai berikut:

+ Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) mencapai 150%.

. Rencana Tindak Lanjut
Dalam menunjang penerapan sistem SAKIP vang baitk maka perlu
mengatasi  berbagai perscalan sebagaimana diuralkan sebelumnya.

Beberapa rencana tindak lanjut vang perlu dilakukan sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya untuk membangun komitmen seluruh jajaran
mulaa darnn pejabat atas sampail dengan stafl akan pentingnva
penerapan SAKIP vang tertib dan berkualitas agar pencapaian tujuan
dan sasaran strategis organisasi dapat dilakukan dengan efektfl dan
efisiensi serta berhasil guna.

2. Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan, baik dari substansi
sasaran dan indikator sasaran.

3. Perlu  dilakukan wupaya nyvata untuk meningkatkan pemahaman
tentang Sistem Akuntahilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta
kemampuan praktis dalam menvusun dokumen-dokumen kinerja
seperti memberikan pelatthan dan bimbingan SAKIP secara

komprehensil.

— e e = s o e e e————————
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Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 untuk
SKPD BPKD Kabupaten Klaten, semoga dapat menjadi  bahan
pertimbangan;evaluasi untuk kegiatan/ kinerja vang akan datang.

Klaten, Januari 2021

K@éﬁﬁmah Klaten
/ 1‘5‘:&" 4"‘:-;:‘":-

o
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